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ABSTRAK 

Adinda Putri / 22233002 : Tinjauan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) di Badan pendapatan Daerah 
Kota Padang 

Dosen Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd., M.Pd  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan piutang pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah 
Kota Padang, kendala yang menyebabkan meningkatnya piutang PBB-P2, dan 
upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan 
piutang PBB-P2. 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik 
Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan 
berasal dari instansi terkait, berupa data jumlah piutang pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2021-2024, data diolah menjadi 
sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang 
PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda Kota Padang meliputi pencatatan dan 
pelaporan, penagihan dan penghapusan piutang yang masih belum maksimal, 
dikarenakan masih adanya data yang belum tervalidasi secara menyeluruh. 
Dengan adanya kendala seperti banyak wajib pajak yang belum membayarkan 
pajaknya sehingga jumlah piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka pihak 
Bapenda melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir kenaikan piutang 
dengan cara memberikan penghapusan denda PBB-P2, melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat, melakukan penelusuran kepada wajib pajak dan bekerjasama 
dengan pihak Kejaksaan Negeri Padang untuk melakukan penagihan. 
 
 
Kata Kunci :Pengelolaan, Piutang, PBB-P2 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, 

dibutuhkan sumber dana yang memadai untuk mewujudkan perkembangan serta 

pembangunan disuatu daerah, masing-masing daerah akan terus memperkuat 

pengembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk 

mendukung pembangunan tersebut, daerah memungut pajak sebagai sumber 

pendapatan utama, hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan, pengelolaan, 

dan penetapan tarif. Menurut Fadli (2017) pentingnya pengelolaan pajak menjadi 

prioritas bagi pemerintah. Ada  berbagai  jenis  pajak yang  dikenakan  kepada  

masyarakat, salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah 

adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut 

Permatasari & Wicaksono (2022) Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) berdampak sangat besar bagi pendapatan daerah, hal ini 

dikarenakan hasil dari penerimaan pajak yang akan digunakan untuk 

meningkatkan pembangunan di daerah. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang merupakan unsur 

pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, memiliki kewenangan dalam 

pengelolaan PBB-P2. PBB-P2 yang dikelola oleh Bapenda berperan penting 

dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
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daerah Kota Padang. 

Banyak hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Padang dalam 

mengelola PBB-P2. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah 

Kota Padang adalah masalah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2). Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sepertinya belum 

melakukan kegiatan pengelolaan piutang PBB-P2 secara optimal, hal itu 

dikarenakan jumlah Piutang PBB-P2 dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan data dari Bapenda Kota Padang masih adanya sisa piutang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum dibayarkan 

disebabkan oleh pengelolaan piutang yang kurang optimal. Hal itu bisa dilihat dari 

perkembangan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada 

tahun 2021-2024 sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021-2024 

No Tahun SPPT Bayar SPPT Piutang Jumlah Piutang 
1 2021 172.700 57.257 15.637.280.304 
2 2022 170.864 60.371 15.879.758.407 
3 2023 164.245 69.482 17.232.915.036 
4 2024 146.266 80.450 26.572.334.065 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

Pada tabel 1 diketahui bahwa pada tahun 2021 hingga 2024 Jumlah 

Piutang PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami 

peningkatan setiap tahunya. Jumlah Piutang setiap tahun adalah total tunggakan 

yang tercatat sampai akhir tahun tersebut, Ketika memasuki awal tahun, piutang 

yang tersisa dari tahun sebelumnya tetap tercatat sebagai piutang tahun berjalan, 
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hal ini yang membuat total piutang di setiap tahun bisa bertambah walaupun ada 

sebagian tunggakan pada tahun sebelumnya yang sudah dibayarkan 

Adanya piutang daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam 

melaksanakan pembangunan daerah, hal tersebut berarti bahwa masih kurangnya 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Karena masih adanya piutang pajak khususnya PBB-P2 yang 

jumlahnya tidak sedikit, untuk itu perlu adanya tindakan tegas yang harus 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, besarnya jumlah piutang 

menunjukkan bahwa pengelolaan piutang PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kota Padang belum berjalan secara optimal. Hal itu bisa dilihat dari 

perkembangan jumlah piutang perkecamatan yang ada di Kota Padang pada tahun 

2021- 2024 sebagai berikut : 

Tabel 2. Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) Perkecamatan di Kota Padang Tahun 2021-2024 

No Nama Kecamatan 
SPPT 
Bayar 

2021-2024 

SPPT 
Piutang 

2021-2024 
Jumlah Piutang 

1 Bungus Teluk Kabung 17.530 4.526 565.380.662 
2 Lubuk Kilangan 35.319 10.696 5.368.254.964 
3 Lubuk Begalung 75.951 22.795 4.414.445.546 
4 Padang Selatan 36.219 7.585 1.945.521.307 
5 Padang Timur 48.205 18.843 5.693.973.555 
6 Padang Barat 36.224 18.440 5.769.863.178 
7 Padang Utara 38.182 18.710 5.719.745.813 
8 Nanggalo 45.234 14.435 2.839.910.881 
9 Kuranji 111.016 31.474 7.265.658.714 
10 Pauh 48.864 21.394 7.060.281.425 
11 Koto Tangah 161.331 98.662 28.679.251.767 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

Pada tabel 2 diketahui Kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah piutang 
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terbesar, yaitu sebesar Rp 28,67 miliar, dengan 98.662 SPPT yang belum dibayar, 

sementara kecamatan dengan piutang terendah adalah Bungus Teluk Kabung, 

sebesar Rp 565 juta dengan 4.526 SPPT piutang. Perbedaan jumlah piutang antar 

kecamatan dapat disebabkan oleh adanya faktor jumlah objek pajak, dan  tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kota Padang, seperti pemberian penghapusan denda, pelaksanaan 

sosialisasi kepada wajib pajak, serta menjalin kerja sama dengan instansi penegak 

hukum, permasalahan piutang PBB-P2 tetap menjadi tantangan yang signifikan. 

Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang cukup 

besar dan belum terbayarkan dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya strategi 

pengelolaan yang lebih efektif dan optimal. 

Maka berdasarkan dari uraian latar belakang diatas penulis ingin meneliti 

lebih jauh tugas akhir dengan judul “Tinjauan Pengelolaan Piutang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang? 

2. Apa kendala yang menyebabkan meningkatnya piutang pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah 
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Kota Padang? 

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam 

meminimalisir kenaikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

2. Untuk mengetahui apa kendala yang menyebabkan meningkatnya piutang 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang 

3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan piutang pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Padang serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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b. Bagi Universitas Negeri Padang 

Manfaat bagi Universitas diharapkan dapat dijadikan sebagai saran 

untuk mengembangkan teori atau keilmuan tentang pengelolaan piutang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bapenda Kota Padang 

Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya 

pengelolaan pajak dan pengawasannya dalam upaya mengoptimalkan 

penerimaan pajak. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui akan pentingnya 

pembayaran pajak sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan pengelolaan piutang 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kota Padang meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan 

piutang PBB-P2, melakukan penagihan piutang PBB-P2, melakukan 

penghapusan piutang PBB-P2. Pengelolaan piutang PBB-P2 yang 

dilakukan oleh Bapenda Kota Padang masih belum maksimal, karena 

masih adanya permasalahan dalam penatausahaan piutang PBB-P2 

yang terletak pada validasi dan pemutakhiran data  

2. Beberapa kendala yang menyebabkan meningkatnya piutang PBB-

P2 di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang diantaranya 

yaitu kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak, sulit menemukan 

pemilik objek pajak terutama yang berdomisili di luar daerah. 

Adanya data subjek dan objek pajak yang ganda atau tidak valid 

akibat migrasi data dari pusat ke daerah. Rendahnya respon wajib 

pajak terhadap proses penagihan langsung oleh petugas Bapenda. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

dalam meminimalisir kenaikan piutang PBB-P2 diantaranya yaitu :
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 Memberikan Penghapusan Denda PBB-P2, melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat, melakukan penelusuran kepada wajib pajak, 

bekerjasama dengan pihak kejaksaan negeri padang untuk 

melakukan penagihan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka penulis akan memberikan saran kepada beberapa pihak yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

a. Perlu dilakukan validasi dan pemutakhiran data secara 

menyeluruh, terutama terhadap data piutang yang berasal dari 

pelimpahan kewenangan sejak tahun 2017. 

b. Sosialisasi perlu ditingkatkan dengan cara yang lebih kreatif, 

misalnya melalui aplikasi mobile dan notifikasi elektronik 

(SMS/email), agar informasi pajak lebih mudah diakses 

masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat diharapkan menyadari bahwa membayar pajak 

adalah kewajiban yang sangat penting karena berperan 

langsung dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya 

di Kota Padang. 

b. Manfaatkan Program Keringanan atau Penghapusan Denda 

untuk melunasi tunggakan tanpa beban tambahan. 
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